
 

 
BUPATI YAHUKIMO 
PROVINSI PAPUA 

SALINAN 
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO 

NOMOR  :  30  TAHUN 2022 
 

T E N T A N G 
 

PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) 

 KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022 
 

BUPATI YAHUKIMO, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Kabupaten Yahukimo 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022, maka dipandang perlu menetapkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran sebagai pedoman dalam 
pengelolaannya ; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf huruf b perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo. 

Menimbang : 1. Undang-Undang  Nomor   12  Tahun   1969  tentang 
Pembentukan   Propinsi  Otonom  Irian  Barat  dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, 
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten 
Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama,  di 
Provinsi   Papua    (Lembaran   Negara    Tahun    2002 
Nomor 129); 

 
3. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor  
4286); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang  

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan   
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun  
2011 Nomor  82,  Tambahan   Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 43); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5165); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1560); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067);  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Kalsifikasi, KOdefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1147); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 7 
Tahun 2021  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Yahukimo Tahun 2021 Nomor 7); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 
Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 
2022 ( Lembaran Dareah Kabupaten Yahukimo Tahun 
2022 Nomor 01 ); 

30. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Berita 
Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2 ). 



 

 

 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan: 
KESATU :  Menetapkan Dokumen Pelaksanaan  Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Yahukimo 
Tahun Anggaran 2022;  

KEDUA : Dana Kegiatan Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Kabupaten 
Yahukimo disimpan dan dibayarkan melalui Pemegang 
Rekening Kas Daerah; 

KETIGA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah tetap berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran dan Petunjuk Operasional; 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 

Ditetapkan di  Sumohai 
                                                                  Pada tanggal : 24 Januari 2022 
 
                                                                     BUPATI YAHUKIMO, 

 
  CAP/TTD 
 

                 DIDIMUS YAHULI 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

 
 
 
 

VISDITA A. RAHAYAAN 
  NIP. 19851122 200909 1 002 


